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Abstrak 

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk dalam sektor pemerintahan, termasuk penerapan e-procurement. Timor-Leste, 

sebagai negara yang relatif baru merdeka, menghadapi banyak tantangan dalam pembangunan 

infrastrukturnya, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sebelum adanya e-procurement, 

proses pengadaan di Timor-Leste sering kali diwarnai oleh berbagai masalah seperti birokrasi yang 

berbelit, kurangnya transparansi, dan potensi korupsi. E-procurement diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan manfaat pelaksanaan e-procurement di 

pemerintahan Timor-Leste. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur kualitatif, 

dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber dari jurnal, buku, dan laporan terkait. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di Timor-Leste menghadapi beberapa 

hambatan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan dan keterampilan teknis 

bagi pegawai, serta resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang terlibat. Meskipun demikian, 

e-procurement juga menawarkan sejumlah manfaat signifikan, seperti peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas, efisiensi dalam proses pengadaan, serta pengurangan biaya operasional. Studi ini 

memberikan wawasan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami 

tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan e-procurement. Berdasarkan kesimpulan 

disarankan untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas implementasi e-procurement 

pada semua bidang di wilayah Timor Leste. 

Kata Kunci: e-procurement; efektivitas; transparansi; akuntabilitas; Timor-Leste.  

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam 

berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pemerintahan. Salah satu inovasi penting 

yang muncul adalah sistem e-procurement, yang merupakan penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. E-

procurement diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk 

Timor-Leste, mulai mengadopsi sistem ini dengan harapan dapat mengatasi berbagai 

permasalahan yang ada dalam sistem pengadaan konvensional. Timor-Leste, sebagai negara 

yang relatif baru merdeka, menghadapi banyak tantangan dalam pembangunan 

infrastrukturnya, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sebelum adanya e-

procurement, proses pengadaan di Timor-Leste sering kali diwarnai oleh berbagai masalah 

seperti birokrasi yang berbelit, kurangnya transparansi, dan potensi korupsi (Hertati et al., 

2021). Oleh karena itu, pemerintah Timor-Leste mulai mengimplementasikan e-procurement 

dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pengadaan yang ada dan mendorong praktik 

pengadaan yang lebih baik dan efisien. 

Implementasi e-procurement di Timor-Leste juga merupakan bagian dari upaya untuk 

memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan memperbaiki citra administrasi publiknya. 
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Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, e-

procurement diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan platform 

yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi proses pengadaan secara 

lebih terbuka. Hal ini sejalan dengan komitmen Timor-Leste untuk meningkatkan integritas 

dan mengurangi korupsi dalam sektor publik. Selain itu, pelaksanaan e-procurement di Timor-

Leste dapat memberikan dampak positif pada iklim investasi. Dengan proses pengadaan yang 

lebih transparan dan efisien, para investor, baik domestik maupun asing, akan memiliki 

kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lingkungan bisnis di Timor-Leste. Hal ini pada 

gilirannya dapat menarik lebih banyak investasi yang diperlukan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara tersebut (Pardede, 2023). 

Namun, meskipun memiliki banyak potensi manfaat, pelaksanaan e-procurement di 

Timor-Leste tidak lepas dari berbagai hambatan. Beberapa hambatan yang sering muncul 

antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan 

teknis di kalangan pegawai pemerintah, serta resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak 

yang terlibat dalam proses pengadaan. Hambatan-hambatan ini perlu diidentifikasi dan diatasi 

agar pelaksanaan e-procurement dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Manfaat yang dapat 

diperoleh dari pelaksanaan e-procurement juga sangat signifikan. Sistem ini diharapkan dapat 

meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, mengurangi biaya operasional, dan 

meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi pemerintahan. Dengan memahami baik hambatan 

maupun manfaat dari pelaksanaan e-procurement, pemerintah Timor-Leste dapat mengambil 

langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan potensi sistem ini dan mengatasi berbagai 

tantangan yang ada (A. H. Putri et al., 2024). 

Di sisi lain, penerapan e-procurement memerlukan kesiapan dari berbagai aspek, 

termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, dan regulasi yang mendukung. Keterbatasan 

dalam kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal keterampilan teknis dan 

pemahaman terhadap sistem e-procurement, menjadi salah satu tantangan utama. Pelatihan dan 

pengembangan kompetensi pegawai menjadi kunci dalam mengatasi hambatan ini. Selain itu, 

ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan 

akses ke perangkat elektronik, juga merupakan prasyarat penting yang harus dipenuhi 

(Kadarisman, 2024). Regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan e-procurement 

juga perlu diperkuat. Pemerintah Timor-Leste perlu mengembangkan kerangka kerja hukum 

yang jelas dan tegas untuk mengatur seluruh proses pengadaan secara elektronik. Ini termasuk 

aturan mengenai keamanan data, privasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang 

mungkin timbul. Dengan adanya regulasi yang komprehensif, diharapkan pelaksanaan e-

procurement dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan memberikan 

manfaat maksimal bagi masyarakat (Inverardi et al., 2023). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan serta 

manfaat pelaksanaan e-procurement dalam pemerintahan Timor-Leste. Secara khusus, 

penelitian ini ingin mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi 

e-procurement, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya keterampilan teknis 

pegawai. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi manfaat potensial yang ditawarkan 

oleh e-procurement, termasuk peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam 

pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi strategis yang berguna bagi pemerintah Timor-Leste dan pemangku 

kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan penggunaan e-procurement untuk mendukung tata 

kelola pemerintahan yang lebih baik. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis hambatan serta manfaat pelaksanaan e-procurement dalam 

pemerintahan Timor-Leste. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti jurnal 

ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan publikasi lainnya yang relevan. Pendekatan ini dianggap 

sesuai mengingat keterbatasan akses terhadap data lapangan dan kebutuhan untuk memperoleh 

pemahaman yang komprehensif dari berbagai perspektif (Abdussamad, 2021). Langkah 

pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik e-

procurement. Sumber-sumber ini diidentifikasi melalui pencarian database akademik, 

perpustakaan digital, dan situs web resmi pemerintah serta organisasi internasional.  

Setelah literatur terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis 

dilakukan dengan metode konten, di mana setiap sumber dipelajari secara mendalam untuk 

mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan hambatan dan manfaat pelaksanaan 

e-procurement. Tema-tema ini kemudian dikategorikan dan disintesis untuk memberikan 

gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-procurement 

di Timor-Leste. Proses ini melibatkan pembacaan kritis dan penilaian terhadap argumen serta 

temuan dari setiap sumber (Hermawan, 2019). Terakhir, hasil analisis disajikan dalam bentuk 

narasi yang menggambarkan hambatan dan manfaat pelaksanaan e-procurement di Timor-

Leste secara terperinci. Narasi ini dilengkapi dengan rekomendasi strategis yang diharapkan 

dapat membantu pemerintah Timor-Leste dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi 

hambatan yang ada dan memaksimalkan manfaat e-procurement. Penelitian ini juga 

memberikan saran untuk penelitian lanjutan yang dapat memperdalam pemahaman mengenai 

implementasi e-procurement di berbagai konteks. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hambatan Pelaksanaan E-procurement di Pemerintahan Timor-Leste 

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan e-procurement di Timor-Leste adalah 

keterbatasan infrastruktur teknologi. Di banyak wilayah di Timor-Leste, masih memiliki akses 

yang terbatas. Keberadaan jaringan internet yang tidak merata dan sering kali tidak dapat 

diandalkan menghambat kemampuan sistem e-procurement untuk berfungsi secara optimal. 

Selain itu, perangkat keras yang digunakan dalam pemerintahan sering kali sudah usang atau 

tidak memadai, yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas sistem e-procurement. Tanpa 

dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, proses pengadaan elektronik tidak dapat 

berjalan dengan lancar dan efisien. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada (Harjito et al., 

2014) yang menyatakan bahwa kesuksesan system informasi suatu perusahaan tergantung pada 

bagaimana system ini dijalankan, kemudahan system itu bagi para penggunanya, dan 

pemanfaatan teknologi yang digunakan. Hambatan lain yang signifikan adalah kurangnya 

keterampilan dan pengetahuan teknis di kalangan pegawai pemerintah. Banyak pegawai yang 

tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan sistem e-procurement 

secara efektif. Kurangnya pelatihan yang komprehensif dan pendidikan lanjutan tentang 

penggunaan sistem ini menyebabkan mereka kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi 

baru. Oleh karena itu, pelatihan yang lebih baik dan program pengembangan keterampilan 

perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa pegawai dapat memanfaatkan e-

procurement secara maksimal dan efektif (Wardhani et al., 2021). 
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Resistensi terhadap perubahan merupakan hambatan signifikan dalam implementasi e-

procurement di Timor-Leste. Banyak pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, seperti 

pejabat pemerintah dan penyedia barang dan jasa, merasa enggan untuk meninggalkan metode 

pengadaan konvensional yang sudah mereka gunakan selama ini. E-procurement telah 

mempercepat proses pengadaan, menghilangkan kebutuhan pertemuan tatap muka antara 

panitia dan calon penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan tersebut (Nurchana et al., 

2014). Ketidakpercayaan terhadap sistem baru dan ketidakpastian mengenai efektivitas e-

procurement dapat menambah hambatan dalam proses adaptasi. Resistensi ini sering kali 

muncul karena kekhawatiran akan kesulitan dalam transisi dan ketidakpastian tentang hasil dari 

perubahan yang dilakukan. Kekurangan dalam regulasi dan kebijakan yang mendukung 

pelaksanaan e-procurement juga menjadi hambatan penting. Sistem hukum dan kebijakan yang 

ada mungkin belum sepenuhnya disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan dan tantangan 

e-procurement. Masalah hukum seperti perlindungan data dan privasi, serta mekanisme 

penyelesaian sengketa, mungkin belum diatur dengan jelas dalam regulasi yang ada. Hal ini 

dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko bagi pelaksanaan e-procurement. Reformasi 

kebijakan dan penguatan kerangka hukum diperlukan untuk memastikan bahwa e-procurement 

dapat diterapkan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik ((R. T. 

W. Putri & Marzuki, 2024). 

Keterbatasan akses dan sumber daya juga berperan dalam menghambat implementasi 

e-procurement. Banyak daerah di Timor-Leste yang masih mengalami kendala dalam hal 

aksesibilitas teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung e-procurement. 

Ketidakcukupan sumber daya ini mencakup kurangnya perangkat teknologi yang memadai dan 

anggaran yang terbatas untuk investasi dalam teknologi informasi. Tanpa akses yang memadai 

dan sumber daya yang cukup, upaya untuk menerapkan e-procurement akan menghadapi 

tantangan yang signifikan. Kendala  terkait  keterbatasan  akses  informasi  juga  dapat  diatasi  

oleh  e-procurement.  Platform  ini  menyediakan  akses  terbuka  dan  real-time  terhadap 

semua  informasi  terkait  pengadaan,  menggantikan  dokumen  fisik  yang  sulit diakses.    Hal    

ini    tidak    hanya    meningkatkan    transparansi,    tetapi    juga mempermudah  aksesibilitas  

informasi  bagi  semua  pihak  yang  berkepentingan (Hapiah, 2011). Masalah lain yang sering 

dihadapi adalah kualitas data dan sistem informasi yang ada. Data yang digunakan dalam 

sistem e-procurement haruslah akurat dan terintegrasi dengan baik untuk mendukung 

pengambilan keputusan yang tepat. Namun, di Timor-Leste, kualitas data sering kali tidak 

konsisten dan sistem informasi yang ada mungkin tidak sepenuhnya terintegrasi. Hal ini dapat 

mengakibatkan kesalahan dalam proses pengadaan dan mengurangi keefektifan e-

procurement. Peningkatan sistem informasi dan pengelolaan data yang lebih baik menjadi 

penting untuk mendukung implementasi e-procurement (Megayanti & Hendriyati, 2021). 

Komunikasi dan koordinasi yang buruk antara berbagai pihak yang terlibat dalam 

pengadaan juga menjadi hambatan. Dalam banyak kasus, kurangnya komunikasi yang efektif 

antara departemen pemerintah, penyedia, dan stakeholder lainnya dapat menghambat proses 

implementasi e-procurement. Koordinasi yang tidak baik dapat menyebabkan kebingungan, 

kesalahan, dan keterlambatan dalam proses pengadaan. Peningkatan komunikasi dan 

koordinasi antar pihak menjadi krusial untuk memastikan bahwa semua elemen dari sistem e-

procurement berfungsi secara harmonis (Zuhri & Sofia Ulfa Arrofi U, 2023). Ketidakstabilan 

politik dan ekonomi di Timor-Leste dapat mempengaruhi pelaksanaan e-procurement. Situasi 

politik yang tidak stabil dan kondisi ekonomi yang tidak menentu dapat menyebabkan 

gangguan dalam pelaksanaan proyek e-procurement dan mempengaruhi komitmen untuk 
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investasi dalam teknologi. Ketidakpastian ini dapat menghambat upaya untuk memperkenalkan 

dan mengadopsi e-procurement secara luas, sehingga memperlambat kemajuan yang 

diharapkan. Stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik akan mendukung implementasi dan 

pengembangan sistem e-procurement secara lebih efektif (Silaban et al., 2013). 

  

Manfaat Pelaksanaan E-procurement di Pemerintahan Timor-Leste  

Salah satu manfaat utama dari pelaksanaan e-procurement adalah peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Dengan sistem e-procurement, seluruh 

proses pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga pemilihan penyedia, dapat dilakukan 

secara elektronik dan dapat diakses secara publik. Ini memungkinkan pemantauan yang lebih 

baik oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait, sehingga mengurangi peluang untuk praktik 

korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan transparansi yang lebih besar, setiap tahap 

proses pengadaan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya 

meningkatkan akuntabilitas pejabat pemerintah dan memastikan bahwa keputusan pengadaan 

dibuat berdasarkan kriteria yang objektif dan terukur (Yusni, 2022). E-procurement juga 

menawarkan manfaat signifikan dalam hal efisiensi proses pengadaan. Sistem ini 

mengotomatisasi banyak tahapan dalam proses pengadaan yang sebelumnya dilakukan secara 

manual, seperti pendaftaran penyedia, pengajuan penawaran, dan evaluasi tender. Dengan 

otomatisasi ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengadaan dapat 

dikurangi secara drastis, memungkinkan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan lebih 

cepat. Proses yang terautomasi mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan memastikan 

bahwa prosedur diikuti dengan lebih konsisten, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi 

operasional secara keseluruhan (Bosio et al., 2023). 

Penggunaan e-procurement dapat menghasilkan penghematan biaya operasional yang 

signifikan bagi pemerintah. Proses pengadaan tradisional sering kali melibatkan banyak biaya 

administratif, termasuk biaya cetak dokumen, pengiriman, dan pengelolaan arsip fisik. Dengan 

e-procurement, banyak dari biaya ini dapat dihilangkan karena seluruh proses dilakukan secara 

elektronik. Penghematan ini tidak hanya mencakup biaya langsung yang terkait dengan proses 

pengadaan, tetapi juga pengurangan dalam biaya yang terkait dengan penanganan dan 

penyimpanan dokumen serta pengurangan jumlah waktu yang dihabiskan oleh pegawai untuk 

menyelesaikan tugas-tugas administratif. E-procurement membuka peluang bagi lebih banyak 

pemasok untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan. Dengan adanya platform elektronik, 

penyedia barang dan jasa dari berbagai lokasi dapat dengan mudah mengakses informasi 

tentang tender dan mengajukan penawaran tanpa harus hadir secara fisik. Ini menghilangkan 

batasan geografis dan memungkinkan pemasok kecil dan menengah, yang sebelumnya 

mungkin tidak memiliki akses ke proses pengadaan, untuk ikut serta. Peningkatan akses ini 

meningkatkan kompetisi di pasar, yang dapat menghasilkan penawaran yang lebih baik dan 

harga yang lebih kompetitif untuk pemerintah. 

Dengan meningkatkan kompetisi dan aksesibilitas, e-procurement dapat juga 

berkontribusi pada peningkatan kualitas barang dan jasa yang diperoleh oleh pemerintah. 

Pemasok yang lebih banyak dan lebih beragam cenderung menawarkan solusi yang lebih 

inovatif dan berkualitas tinggi untuk bersaing dalam tender. Sistem e-procurement sering kali 

dilengkapi dengan fitur evaluasi dan peringkat yang memungkinkan pemerintah untuk memilih 

penyedia berdasarkan kriteria kualitas yang jelas, bukan hanya harga terendah. Ini memastikan 

bahwa barang dan jasa yang diperoleh memenuhi standar yang diharapkan dan memberikan 

nilai yang lebih baik bagi pemerintah (Faisal et al., 2017). E-procurement juga mempermudah 
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proses pengawasan dan audit. Semua transaksi dan kegiatan pengadaan dicatat secara 

elektronik, yang menyediakan jejak audit yang lengkap dan mudah diakses. Hal ini 

memudahkan auditor dan pengawas untuk meninjau dan memverifikasi proses pengadaan, 

memastikan bahwa semua langkah dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku. Dengan kemudahan dalam pengawasan, pemerintah dapat lebih cepat mendeteksi dan 

mengatasi potensi masalah atau penyimpangan dalam proses pengadaan (Wardhani et al., 

2021). 

Dengan e-procurement, risiko yang terkait dengan proses pengadaan dapat dikelola 

dengan lebih baik. Sistem ini memungkinkan pemantauan dan analisis data secara real-time, 

yang membantu dalam identifikasi potensi masalah atau risiko yang mungkin muncul selama 

proses pengadaan (Hapiah, 2011). Misalnya, sistem dapat mendeteksi penawaran yang tidak 

wajar atau kesalahan dalam dokumen yang diajukan. Dengan kemampuan untuk 

mengidentifikasi dan menangani risiko secara proaktif, e-procurement membantu menjaga 

integritas dan efektivitas proses pengadaan. E-procurement juga dapat meningkatkan 

kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah. Dengan sistem terpusat, informasi tentang 

pengadaan dapat dibagikan dengan mudah antar departemen dan lembaga yang berbeda. Ini 

memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, 

serta mempermudah proses berbagi informasi dan sumber daya. Kolaborasi yang lebih baik 

antara instansi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan 

pengadaan di seluruh pemerintah dipenuhi dengan cara yang konsisten dan terkoordinasi 

(Hapiah, 2011). 

 

Strategi dan Rekomendasi untuk Mengatasi Hambatan dan Memaksimalkan Manfaat  

E-procurement 

Untuk mengatasi hambatan terkait infrastruktur teknologi, pemerintah Timor-Leste 

perlu melakukan investasi yang signifikan dalam meningkatkan jaringan internet dan 

memperbarui perangkat keras. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk memperluas 

cakupan jaringan internet, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih memiliki akses 

terbatas, serta meningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi internet (Pranando & Chaniago, 

2023). Selain itu, perlu adanya investasi dalam perangkat keras modern yang dapat mendukung 

sistem e-procurement dengan lebih baik, termasuk server, komputer, dan perangkat jaringan 

yang canggih. Penyediaan infrastruktur yang memadai akan memastikan bahwa sistem e-

procurement dapat berfungsi secara optimal dan meningkatkan keandalan serta efektivitas 

proses pengadaan (Mamuriyah et al., 2024). Untuk mengatasi kurangnya keterampilan dan 

pengetahuan di kalangan pegawai pemerintah, penting untuk merancang dan melaksanakan 

program pelatihan yang komprehensif. Program pelatihan ini harus mencakup tidak hanya 

penggunaan teknis sistem e-procurement, tetapi juga pemahaman tentang prosedur dan 

kebijakan pengadaan yang berlaku. Pelatihan harus dilakukan secara berkala dan mencakup 

seluruh level pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan. Pengembangan keterampilan 

harus diikuti dengan dukungan berkelanjutan, seperti pusat bantuan dan sumber daya online, 

untuk memastikan bahwa pegawai dapat mengatasi masalah yang mungkin timbul dan terus 

memperbarui keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi (Salupra, 2020). 

Reformasi kebijakan dan regulasi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan e-

procurement. Pemerintah perlu memperbarui dan memperkuat kerangka hukum yang mengatur 

sistem e-procurement, termasuk perlindungan data dan privasi. Ini mencakup pembuatan 

undang-undang yang jelas mengenai pengelolaan data elektronik, keamanan siber, dan 



 

 

 

 

 

 

 53 
 

PROSENAMA 2024 

Oktober 2024 

Vol. 4, pp. 47-55 ISSN: 2809-4921 (Online) 

prosenama.upnjatim.ac.id 

 

mekanisme penyelesaian sengketa. Penting untuk mengembangkan kebijakan yang 

mendukung integrasi e-procurement dengan sistem pengadaan lainnya dan memastikan bahwa 

peraturan yang ada tidak menjadi penghalang bagi adopsi teknologi baru (Nurlukman, 2018). 

Dengan kebijakan yang solid, pelaksanaan e-procurement akan lebih mudah, aman, dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Mengatasi resistensi terhadap perubahan 

merupakan tantangan penting dalam implementasi e-procurement. Strategi untuk mengatasi 

hambatan ini termasuk meluncurkan kampanye sosialisasi yang mengedukasi semua 

pemangku kepentingan tentang manfaat e-procurement dan bagaimana sistem ini akan 

mempengaruhi pekerjaan mereka secara positif. Keterlibatan pemangku kepentingan dari tahap 

awal, termasuk dalam perencanaan dan implementasi, juga dapat membantu mengurangi 

resistensi. Penting untuk mempromosikan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan 

perubahan, dengan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap teknologi baru dan 

mendorong pegawai untuk beradaptasi dengan sistem yang ada. 

Strategi lain untuk memaksimalkan manfaat e-procurement adalah meningkatkan 

komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah. E-procurement memerlukan integrasi 

dan kerjasama yang efektif antara berbagai departemen dan lembaga untuk memastikan bahwa 

proses pengadaan berjalan lancar. Pembentukan tim lintas departemen yang bertanggung jawab 

untuk mengelola dan memantau sistem e-procurement dapat membantu dalam mengatasi 

masalah koordinasi. Selain itu, pengembangan protokol komunikasi yang jelas dan rutin untuk 

berbagi informasi terkait pengadaan akan memastikan bahwa semua pihak terkait selalu 

mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Terakhir, untuk memastikan keberhasilan 

pelaksanaan e-procurement, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan berkala. Penilaian 

secara rutin tentang efektivitas sistem e-procurement, termasuk identifikasi dan penanganan 

masalah yang muncul, sangat penting untuk menjaga kinerja system (Saidah et al., 2024). 

Pemerintah harus menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan e-

procurement dan melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa sistem berfungsi 

sesuai dengan harapan. Dengan evaluasi dan pemantauan yang konsisten, pemerintah dapat 

melakukan perbaikan yang diperlukan dan mengadaptasi sistem e-procurement sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. 

 

KESIMPULAN 

Pelaksanaan e-procurement di Pemerintahan Timor-Leste menghadapi sejumlah 

hambatan utama, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kekurangan keterampilan dan 

pengetahuan pegawai, resistensi terhadap perubahan, serta kekurangan dalam regulasi dan 

kebijakan yang mendukung sistem ini. Hambatan-hambatan ini menghambat efektivitas dan 

keberhasilan implementasi e-procurement, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi 

proses pengadaan. Namun, manfaat yang diperoleh dari e-procurement, seperti peningkatan 

transparansi, efisiensi, penghematan biaya, dan akses yang lebih luas bagi pemasok, 

memberikan dorongan kuat untuk terus mengembangkan dan menerapkan sistem ini dengan 

baik. Peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan pegawai, reformasi kebijakan, dan upaya 

mengatasi resistensi terhadap perubahan merupakan langkah-langkah kunci yang perlu diambil 

untuk mengatasi hambatan dan memaksimalkan manfaat e-procurement. 

Untuk mendukung implementasi e-procurement yang sukses, disarankan agar 

pemerintah Timor-Leste fokus pada beberapa strategi utama. Pertama, perlu adanya investasi 

signifikan dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan pegawai untuk memastikan sistem 

berfungsi dengan optimal. Kedua, reformasi kebijakan dan regulasi harus dilakukan untuk 
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mendukung adopsi dan pengelolaan e-procurement dengan lebih baik. Ketiga, penting untuk 

mengatasi resistensi terhadap perubahan melalui sosialisasi dan keterlibatan pemangku 

kepentingan. Terakhir, evaluasi dan pemantauan berkala perlu dilakukan untuk memastikan 

sistem e-procurement terus berfungsi secara efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna. 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan e-procurement dapat memberikan 

manfaat maksimal dan meningkatkan kualitas serta efisiensi proses pengadaan di Timor-Leste. 
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